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ABSTRAK

THORIQ RAMADANI, 1861001070

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENETAPAN DAN
PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI

150 Halaman, 5 bab, xiv, 8 tabel, 11 gambar, 5 lampiran
Daftar Pustaka: 14 jurnal, 25 buku, 5 peraturan, 6 lain-lain (1980-2019)

Untuk menjamin ketahanan energi nasional dan menetapkan langkah-langkah
penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi, Dewan Energi Nasional
menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Perpres ini
mengatur penetapan, penanggulangan dan penetapan berakhirnya Kkrisis energi
dan/atau darurat energi. Tujuan dari penelitan adalah mengetahui faktor-faktor
implementasi dalam kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan Krisis energi
dan/atau darurat energi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang
didasarkan pada analisis implementasi kebijakan, dengan data primer dari wawancara
key informants, dan data sekunder dari tinjauan literatur. Hasil penelitian mengacu
pada faktor-faktor implementasi yaitu isi kebijakan, komunikasi, sumberdaya, dan
struktur birokrasi, mendapatkan bahwa analisis implementasi kebijakan tata cara
penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi sudah berjalan,
namun belum optimal. Dapat terlihat dengan belum ditetapkannya produk hukum
turunan Perpres No. 41/2016 untuk mengatur secara lebih teknis dan masih
kurangnya sosialisasi sehingga belum semua stakeholder memahami Perpres No.
41/2016. Selain itu, belum adanya mook up room yang dapat menggambarkan
suasana real kondisi krisis energi dan/atau darurat energi dan perlunya petunjuk
teknis sebagai panduan yang terintegrasi dengan Perpres No. 41/2016.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Krisis Energi, Darurat Energi, Dewan Energi
Nasional



ABSTRACT

THORIQ RAMADANI, 1861001070

ANALYSIS OF [IMPLEMENTATION OF PROCEDURES FOR POLICY
DETERMINATION AND MANAGEMENT OF ENERGY CRISIS AND / OR ENERGY
EMERGENCY

150 pages, 5 chapters, xiv, 8 tables, 11 pictures, 5 attachments

Bibiliography: 14 journals, 25 books, 5 law and regulations, 6 etc (1980-2019)

To guarantee national energy security and determine measures for overcoming the
energy crisis and/or energy emergency, the National Energy Council stipulates
Presidential Regulation No. 41 of 2016 concerning Procedures for Determination
and Management of Energy Crisis and/or Energy Emergency. This regulation
regulates the determination, mitigation and determination of the end of the energy
crisis and/or energy emergency. The purpose of this research is to know the
implementation factors in the policies on the procedure for determining and handling
energy crisis and/or energy emergency. The study uses a qualitative approach that is
based on an analysis of policy implementation, with primary data from key
informants interviews, and secondary data from a literature review. The results of the
study refer to the implementation factors, namely the contents of the policy,
communication, resources, and bureaucratic structure, getting that the analysis of
policy implementation procedures for the determination and management of energy
crisis and/or energy emergency is running, but not yet optimal. It can be seen with
the not yet stipulated legal products derived from Presidential Regulation
No. 41/2016 to regulate more technically and the lack of socialization so that not all
stakeholders understand about Presidential Regulation No. 41/2016. In addition,
there is no mook-up room that can describe the real atmosphere of the energy crisis
and/or energy emergency conditions and the need for technical guidance as an
integrated guide with Presidential Regulation No. 41/2016.

Keywords: Policy Implementation, Energy Crisis, Energy Emergency, National
Energy Council
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan energi di Indonesia diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, bumi air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam
yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan sumber daya energi.
Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi menjelaskan
bahwa peranan energi sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi
dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi
penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara
berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

Energi merupakan salah satu sektor penting dalam sebuah
negara, bahkan dipandang menjadi salah satu faktor kekuatan sebuah
bangsa. Dengan cadangan sumber daya energi tak terbarukan berupa
energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara yang terbatas,
diperlukan adanya kegiatan diversifikasi energi agar pasokan energi dapat
terjamin. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (KEN), pasokan bauran energi diarahkan ke

energi bersih atau Energi Baru Terbarukan (EBT).



Dalam KEN, pada tahun 2025 peran EBT paling sedikit
23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya
terpenuhi. Peningkatan jumlah EBT dalam bauran energi diiringi dengan
penurunan bauran energi fosil. Pada kenyataannya, Indonesia masih
tergantung pada energi fosil. Berdasarkan laporan Capaian Kinerja
Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN Semester 1 2019, pada tahun 2018
bauran energi primer pada EBT mencapai 8,55%, sedangkan target EBT

pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 11,61%.

Evaluasi Bauran Energi Primer

20182

@ =1 @ vvaksumi @ satusara @ caseum Bauran Energi Primer - Energi Terbarukan
14.00%

Pasokan 2016 2017 2016 2017 2018

Energi 12.00%
Primer MTOE % MTOE % WMTOE % MTOE % MTOE % = 12.26%
. 1 .61%
Minyak Bumi| 82.22 |47.06%| 84,79 |46,48%| 70,04 [40,36%| 79,18 |42,09%| 79.66 38,81% 10.00% 10.93%

10.43%
Batubara | 45.00 [25.76%| 51,04 [27.98%| 53.24 [30.68%| 57,05 [30,33%) 67,67 [32.97% ’ 8% o
G00% 8.55%
5%
GasBumi | 38,17 [2185%| 38,56 | 21.14% | 38,80 [22.35%) 40.14 |21.34% | 40.36 |19.67%
i 6.00% 3
EBT 9.29 |5.32%| 8.3 |4.40%| 147 | 661% | 174 | 626% | 1755 | 855% 6.61% 6.26%
Total  [174.69 | 100% [182.42| 100% [173,55| 100% | 188.11 | 100% |205.25| 100% 4.00% 4.40%
. 2.00% | =O=CapaianBauran EBT  =O=Target EBTRUEN
" Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2018;
2 Perhitungan Pusdatin ESDM, Juli 2019 0.00%
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Capaian Kinerja Setjen DEN Semester 1 2019 (Dewan Energi Nasional

S. J., Capaian Kinerja Setjen DEN Semester 1 2019, 2019)

Sementara itu, pengembangan EBT membutuhkan teknologi
canggih dengan biaya yang relatif tinggi dan tentunya sumber daya

manusia yang handal. Selain itu, kondisi geoolitik global yang tidak dapat



diprediksi seperti adanya ketegangan di Timur Tengah, semenanjung
Korea dan laut China Selatan, mengakibatkan kondisi yang
memungkinkan Indonesia mengalami krisis dan/atau darurat energi.

Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. Secara
garis besar, krisis energi dimaksud dapat berupa kekurangan energi yang
digunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh masyarakat, seperti
penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti premium dan solar untuk
transportasi, penggunaan listrik baik untuk rumah tangga dan industri serta
beberapa jenis energi lainnya.

Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan
energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi. Secara garis besar,
darurat energi dimaksud berupa terkendalanya energy supply atau
penyaluran jenis energi yang dipergunakan masyarakat sehari-hari. Bisa
berupa adanya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses dari
sumber energi ke tempat pengguna energi, bisa juga gangguan lain seperti
peperangan, terorisme bahkan embargo yang dilakukan negara lain.

UU 30/2017 menjelaskan bahwa dalam hal krisis energi dan
darurat energi dimaksud mengakibatkan terganggunya  fungsi
pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan
perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan
yang diperlukan. Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan
untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan/atau

darurat energi ditugaskan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk



menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat
energi.

Penjabaran lebih lanjut tentang amanat UU 30/2017 tersebut
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat
Energi. Dalam Perpres 41/2016 mengatur bagaimana menetapkan dan
menanggulangi krisis dan/atau darurat energi, sampai kepada jenis energi,
kondisi krisis dan/atau darurat energi, tata cara penetapan Kkrisis dan/atau
darurat energi, penanggulangan Kkrisis dan/atau darurat energi dan
penetapan berakhirnya krisis dan/atau darurat energi tersebut.

Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

TATACARA PENETAPAN DAN
PENANGGULANGAN KRISIS |<R|S|S DAN

DAN DARURAT ENERGI DARU RAT

mfmmasu Medla Laporan Gubernur

ENERG
OO NASIONAL

I Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi.
Usulan Krisis dan atau Darurat Energi
i

Identifikasi dan Pemantauan
oleh Menteri dan Dewan Energi Nasional

I Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan
encrgi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.
Potensi memenuhi kondisi Pemmbanzzn penetapan krisis energi yaitu:
SDA e A
WRIEDAREN olets MemteES N . Gadangan operasional minimum BBM pada wilayah
Pelaksanaan dan J distribusi niaga;
perumusan Rekomendasi 2. Cadangan operasional minimum daya mampu Tenaga
Sidang Anggota DEN oleh Listrik pada sistem setempat:
r::;%;ﬂaku Kel(ua 3. Cadangan operasional minimum LPG pada wilayah
distribusi; dan
4. Kebutuhan minimum pelanggan Gas Bumi pada
Rekomendasi Krisdaren Rekomendasi Krisdaren S s ;e agn
berdasarkan Kondisi Teknis berdasarkan Kondisi MRV SR M e I
Operasional Nasional
KEPUTUSAN MESDM KEPUTUSAN PRESIDEN
pan Krisdaren pan Krisdaren
Kondisi Teknis Operasional dan berdasarkan Kondisi Nasional

Langkah-langkah Penanggulangan dan Langkah-langkah
Penanggulangan N

Sumber: Buku Dewan Energi Nasional (2017, p. 59)



Krisis energi dan/atau darurat energi ditetapkan berdasarkan
pada kondisi teknis operasional dan kondisi nasional. Krisis energi
dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional ditetapkan
dengan mempertimbangkan:

1. Cadangan operasional minimim BBM pada wilayah distribusi niaga

2. Cadangan opersioanl minimum daya mampu Tenaga Listrik pada
sistem setempat

3. Cadangan operasional minimum LPG pada wilayah distribusi

4. Kebutuhan minimum pelanggan gas bumi pada wilayah distribusi gas
bumi setempat.

Krisis energi ditetapkan apabila pemenuhan cadangan
operasional minimum atau kebutuhan minimum diperkirakan tidak
terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha. Sedangkan darurat
energi berdasarkan kondisi teknis operasional ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan
gangguan untuk memulihkan pasokan energi dan apabila gangguan pada
sarana dan prasarana energi tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha.

Krisis energi dan/atau darurat energi berdasrkan kondisi
nasional ditetapkan jika mengakibatkan:

1. Terganggunya fungsi pemerintahan
2. Terganggunya kehidupan sosial masyarakat dan/atau

3. Terganggunya kegiatan perekonomian.



Buku Ketahanan Energi (Dewan Energi Nasional, 2016, p. 21)
mengatakan bahwa cadangan operasional minyak bumi, BBM dan LPG
nasional masih belum memenuhi target Pemerintah, karena baru PT.
Pertamina yang memiliki cadangan operasional minyak dari 28 Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi, cadangan operasional BBM dari
136 Badan Usaha (BU) Niaga Umum dan cadangan operasional LPG dari
13 BU Niaga. Saat ini, PT. Pertamina telah memiliki cadangan operasional
minyak bumi 15 hari, cadangan operasional BBM 23 hari dan cadangan
operasional LPG 17 hari. Yustika (2011: 215) mengatakan fakta ini
dengan telanjang sudah dialami Indonesia, ketika produksi minyak sudah
berkurang, sehingga harus mengimpor untuk mencukupi kebutuhan
domestik.

Hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional BBM masih
bersifat sukarela (voluntary) oleh Pertamina dan belum pernah ditetapkan
oleh Pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha. Selain cadangan
Operasional, bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional
Pemerintah wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Kebijakan tentang krisis energi dan/atau darurat energi
merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan, namun saat ini
permasalahan yang ada yaitu:

1) Pengaturan mengenai krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan

kondisi teknis operasional dan kondisi nasional, seperti belum



diaturnya tingkat kesulitan yang dan berapa lama waktu yang
dibutuhkan saat Kkrisis energi dan/atau darurat energi berlangsung.

2) Tata cara tindakan penanggulangan Kkrisis energi dan/atau darurat
energi juga belum diatur lebih spesifik tentang langkah-langkah yang
harus dilakukan pemerintah dan badan usaha dalam menanggulangi
krisis energi dan/atau darurat energi sesegera mungkin. Padahal
Indonesia bisa saja suatu waktu menghadapi kondisi krisis energi
dan/atau darurat energi dengan adanya bencana alam dan kondisi
geopolitik dunia yang tidak menentu serta terorisme.

3) Belum adanya mandatori atau keharusan menyediakan cadangan
operasional dan CPE di Indonesia membuat posisi tawar politik,
pertahanan kemananan dan bisnis energi Indonesia menjadi lemah,
padahal CPE menjadi salah satu tindakan penanggulangan Krisis

dan/atau darurat energi yang tertuang dalam Perpres 41/2016.

B. Rumusan Permasalahan
Rumusan penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor dalam
implementasi kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan Krisis

energi dan/atau darurat energi?



C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitan ini adalah mengetahui faktor-faktor
implementasi dalam kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan

krisis energi dan/atau darurat energi.

D. Manfaat Penelitian
1. Akademis
Dengan mengetahui implementasi kebijakan tata cara
penetapan dan penanggulangan Krisis energi dan/atau darurat energi, hasil
penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan
kebijakan pembangunan khususnya kebijakan tata cara penetapan dan

penanggulangan Kkrisis energi dan/atau darurat energi.

2. Praktis

Dengan mengetahui implementasi kebijakan tata cara
penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi
diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Daerah yang
mengelola energi lintas sektor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
bergerak di bidang energi dalam rangka pengimplementasian kebijakan
tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat

energi.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan
mengacu ke faktor-faktor, analisis implementasi kebijakan tata cara
penetapan dan penanggulangan Krisis energi dan/atau darurat energi sudah
berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor
yang menjadi arah penelitian Faktor-faktor tersebut mencakup
sebagaimana berikut:
1. Faktor Isi Kebijakan
Adanya Perpres No. 41 Tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah
melindungi masyarakat agar tidak sampai terjadinya kekurangan
energi, menjadi landasan, dan memberikan dampak psikologi kepada
Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat untuk mengantisipasi krisis
energi dan/atau darurat energi. Apabila dilihat dari faktor isi kebijakan,
sampai saat ini, belum ditetapkannya produk hukum sebagai turunan
dari Perpres No. 41 Tahun 2016 untuk mengatur lebih teknis, yaitu
Permen. Selain itu, Payung hukum yang mengatur tentang CPE juga
belum ditetapkan hingga saat ini.
2. Faktor Komunikasi
Walaupun, sosialisasi sudah dilakukan terhadap Perpres No. 41 tahun
2016, melalui kegiatan sosialisasi, rapat dan simulasi Sidang Anggota

DEN terkait krisis energi dan/atau darurat energi yaitu BBM dan
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listrik. Namun, karena minimnya sosialisasi sehingga belum semua
stakeholder memahami mengenai Perpres No. 41 Tahun 2016. Selain
itu, supply data terkait BBM, LPG dan Gas Bumi belum maksimal,
dikarenakan adanya stakeholder yang belum bersinergi dengan optimal
dengan Setjen DEN.

3. Faktor Sumberdaya
Pemahaman pelaksana dan pimpinan sebagai pembuat kebijakan
terhadap situasi krisis energi dan/atau darurat energi sangat penting.
Sedangkan, pada saat simulasi Sidang Anggota DEN terkait tata cara
penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi
belum adanya mook up room yang dapat menggambarkan suasana real
seperti apa pada saat kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.

4. Faktor Struktur Birokrasi
Adanya juknis yang terintegrasi dengan Perpres No. 41 tahun 2016
sebagai panduan dalam implementasi kebijakan tata cara penetapan
dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi ini sangat

diperlukan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah
dijabarkan sebelumnya, saran terkait faktor-faktor penelitian sebagai

berikut:
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1. Faktor isi kebijakan
Perlunya Ketua Harian DEN menetapkan Permen yang menjelaskan
lebih detil mengenai kondisi teknis operasional dan kondisi nasional
serta tata cara tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat
energi. Selain itu, diperlukan penyiapan pengembangan cadangan
energi nasional, untuk mencegah potensi krisis energi dan/atau darurat
energi dengan cara penetapan Perpres CPE oleh Ketua DEN sebagai
payung hukum pembangunan CPE untuk ketahanan energi nasional
dan sebagai salah satu tindakan penanggulangan kondisi krisis energi
dan/atau darurat energi.

2. Faktor Komunikasi
Diperlukan secara kontinyu pelaksanaan sosialisasi, rapat dan simulasi
Sidang Anggota oleh Setjen DEN. Selanjutnya, Setjen DEN
memerlukan kerja sama yang semakin intensif dengan stakeholder
dalam koordinasi terkait supply data BBM, LPG dan Gas Bumi untuk
memudahkan pemetaan potensi krisis energi dan/atau darurat energi.

3. Faktor Sumberdaya
Perlunya penggambaran situasi (mook-up room) sebenarnya ketika
terjadi krisis energi dan/atau darurat energi agar terbangun awareness
pada seluruh stakeholder sesuai tingkat kewenangannya.

4. Faktor Struktur Birokrasi
Diperlukan juknis yang terintegrasi dengan Perpres No. 41 tahun 2016

agar setiap stakeholder mempunyai panduan, agar implementasi
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kebijakan tata cara penetapan dan penanggulangan Kkrisis energi

dan/atau darurat energi menjadi lebih optimal.

Selain itu, saran penelitian ke depan adalah perlunya meneliti lebih lanjut
tentang dorongan percepatan penetapan kebijakan CPE untuk mendukung
ketahanan energi nasional dan juga sebagai salah satu tindakan

penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.
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